KPK 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA . DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
I. DATA PRIBADI
1. Nama : AHMAD AZ|Z
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 419039
. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.175.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 410 m2/200 m2 di KAB / KOTA
SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
2. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL
SENDIRI Rp. 425.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 85.000.000
1. MOTOR, HONDA REVO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
8.000.000

2. MOBIL, SUZUKI X-OVER Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.

77.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 2.500.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 54.000.000
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 1.316.500.000
. HUTANG Rp. 80.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.236.500.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
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Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

2025

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA . DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
I. DATA PRIBADI
1. Nama © MUMPUNIATI
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK 1 224494
. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp.

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

1. Tanah dan Bangunan Seluas 297 m2/120 m2 di KAB / KOTA
SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000

2. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL
SENDIRI Rp. 700.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA
SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

4. Tanah Seluas 626 m2 di KAB / KOTA KUDUS, HASIL SENDIRI Rp.
500.800.000

ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp.

1. MOBIL, SUZUKI MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
116.000.000

2. MOBIL, KIA VISTO MINIBUS Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp.
41.000.000

3. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2002, HASIL
SENDIRI Rp. 3.200.000

4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2022, HASIL SENDIRI
Rp. 13.000.000

HARTA BERGERAK LAINNYA Rp.
SURAT BERHARGA Rp.
KAS DAN SETARA KAS Rp.

2.500.800.000

173.200.000

217.000.000

140.726.267
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F. HARTA LAINNYA Rp.

Sub Total Rp. 3.031.726.267

1. HUTANG Rp.

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 3.031.726.267
Catatan:

1

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
I. DATA PRIBADI

1. Nama : MASDUQI

2. Jabatan : KEPALA BIDANG

3. NHK . 746979
II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN
1. Tanah dan Bangunan Seluas 148 m2/115 m2 di KAB / KOTA KOTA
SEMARANG , Rp. 755.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 81 m2/41 m2 di KAB / KOTA KOTA
SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 760.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN
1. MOBIL, SUZUKI ESCUDO / JEEP Tahun 1994, LAINNYA Rp.
31.000.000
2. MOTOR, YAMAHA b54P(CAST WHEEL) Tahun 2012, HASIL
SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOTOR, YAMAHA B3F-I A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
7.000.000
4. MOBIL, TOYOTA AVANZAl1.3 VELOZ Tahun 2019, HASIL
SENDIRI Rp. 120.000.000
HARTA BERGERAK LAINNYA
SURAT BERHARGA
KAS DAN SETARA KAS

nom o 0

HARTA LAINNYA
Sub Total
Ill. HUTANG

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-11T)

Rp.

Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

1.515.000.000

161.000.000

195.300.000

1.871.300.000

1.871.300.000

Catatan:
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1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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2025

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA . DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
I. DATA PRIBADI
1. Nama : CANDRA YULIAWAN
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK 212693
. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp.

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

1. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m2/170 m2 di KAB / KOTA
DEMAK, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 115 m2/70 m2 di KAB / KOTA
DEMAK, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp.

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR / VARIO 150 Tahun 2015,
HASIL SENDIRI Rp. 11.500.000

2. MOTOR, HONDA ASTREA PRIMA SEPEDA MOTOR Tahun 1990,
HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000

3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR / STREET BEAT Tahun 2019,
HASIL SENDIRI Rp. 10.500.000

4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR / SCOOPY Tahun 2022,
HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000

5. MOBIL, TOYOTA YARIS Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
190.000.000

6. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR / ADV 160 Tahun 2024, HASIL
SENDIRI Rp. 33.500.000

HARTA BERGERAK LAINNYA Rp.
SURAT BERHARGA Rp.

KAS DAN SETARA KAS Rp.

800.000.000

266.000.000

3.517.265
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F. HARTA LAINNYA Rp.

Sub Total Rp. 1.069.517.265

1. HUTANG Rp. 51.241.263

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.018.276.002
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA . DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
I. DATA PRIBADI
1. Nama : MOH WACHJU ALAMSYAH
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 227715
. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.690.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 215 m2/100 m2 di KAB / KOTA
SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.140.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/21 m2 di KAB / KOTA
SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 285.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 81 m2/27 m2 di KAB / KOTA
SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 265.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 299.500.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL
SENDIRI Rp. 4.500.000

2. MOBIL, DAIHATSU MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
65.000.000

3. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.

230.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 4.450.000

D. SURAT BERHARGA Rp. o

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 81.742.888

F. HARTA LAINNYA Rp. =2
Sub Total Rp. 2.075.692.888

. HUTANG Rp. 203.144.668
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-11T) Rp. 1.872.548.220

Catatan:
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1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA . DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
I. DATA PRIBADI
1. Nama : ERRY DYAH NURHIDAYAH
2. Jabatan : KEPALA BALAI
3. NHK 1 249641
. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 700.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/36 m2 di KAB / KOTA
SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 195.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
5.000.000

2. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER GLS MT Tahun 2020, HASIL
SENDIRI Rp. 160.000.000

3. MOTOR, YAMAHA BBS-R M/T Tahun 2023, WARISAN Rp.

30.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 57.800.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 17.324.673
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 970.124.673
lll. HUTANG Rp. 102.364.672
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 867.760.001
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



KPK 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi

Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA . DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
I. DATA PRIBADI
1. Nama : A. AMRIH WIDHI CAKSONO
2. Jabatan : KEPALA BALAI
3. NHK : 853673
. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 367.050.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA
SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 367.050.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 106.700.000
1. MOTOR, HONDA SUPRA Tahun 1999, HASIL SENDIRI Rp.
1.200.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA X Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
11.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.
16.500.000

4. MOBIL, SUZUKI APV Tahun 2010, LAINNYA Rp. 78.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 9.100.000

D. SURAT BERHARGA Rp. -

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 667.752

F. HARTA LAINNYA Rp. . |

Sub Total Rp. 483.517.752

. HUTANG Rp. 18.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-111) Rp. 465.517.752
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen vyang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
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Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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2025

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
I. DATA PRIBADI
1. Nama : ASIH SUCIATI
2. Jabatan : KEPALA BALAI
3. NHK 221167
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp.

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

1. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/36 m2 di KAB / KOTA
BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/60 m2 di KAB / KOTA
BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000

ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp.

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG MINIBUS Tahun 1990, HASIL SENDIRI
Rp. 8.000.000

2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI
Rp. 2.000.000

3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2017, HASIL SENDIRI
Rp. 3.000.000

4. MOBIL, TOYOTA KIJANG MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI
Rp. 100.000.000

5. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
6.000.000

6. MOBIL, HONDA SUV Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.

140.000.000
HARTA BERGERAK LAINNYA Rp.
SURAT BERHARGA Rp.

KAS DAN SETARA KAS Rp.

310.000.000

259.000.000

22.500.000

73.290.800
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F. HARTA LAINNYA Rp.

Sub Total Rp. 664.790.800

1. HUTANG Rp. 8.454.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 656.336.800
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA . DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
I. DATA PRIBADI
1. Nama : ARIF ARGE DEWANTO
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM
3. NHK . 853821
. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp.

1. Tanah dan Bangunan Seluas 136 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA
SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA
SEMARANG , Rp. 40.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 216 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA
SEMARANG , Rp. 850.000.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 148 m2/140 m2 di KAB / KOTA KOTA
SEMARANG , Rp. 700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp.

1. MOBIL, TOYOTA MINUBUS Tahun 2019, WARISAN Rp.
195.000.000

2. MOTOR, HONDA BEAT SCOOTER Tahun 2010, HASIL SENDIRI
Rp. 5.000.000

3. MOTOR, YAMAHA SCOOTER Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.

26.885.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp.
D. SURAT BERHARGA Rp.
E. KAS DAN SETARA KAS Rp.
F. HARTA LAINNYA Rp.

Sub Total Rp.

2.540.000.000

226.885.000

38.500.000

168.130.700

2.973.515.700
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1. HUTANG Rp. 287.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 2.686.515.700
Catatan:

1.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang

diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA . DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
I. DATA PRIBADI
1. Nama © NUR SISWANDARI
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
3. NHK . 718147
. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 400.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 91 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA
SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 66.000.000
1. MOTOR, YAMAHA MATIC Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
3.000.000
2. MOBIL, DATSUN MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
45.000.000
3. MOTOR, HONDA H1B02N42LO A/T / MATIC Tahun 2024, HASIL
SENDIRI Rp. 18.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 5.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. -

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 5.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. -

Sub Total Rp. 476.000.000

lll. HUTANG Rp. 185.329.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 290.671.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
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Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
I. DATA PRIBADI
1. Nama : KUNTODI
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
3. NHK : 683480
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.150.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/60 m2 di KAB / KOTA
SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/60 m2 di KAB / KOTA
SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/48 m2 di KAB / KOTA
SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 214.000.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO MATIC Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp.
3.500.000

2. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.
95.000.000

3. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
108.000.000

4. MOTOR, YAMAHA MIO MATIC Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.

7.500.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. —
D. SURAT BERHARGA Rp. il
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 393.523.645
F. HARTA LAINNYA Rp. -

Sub Total Rp. 1.757.523.645
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1. HUTANG Rp.
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.757.523.645
Catatan:

1.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang

diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
I. DATA PRIBADI
1. Nama : TITUS PUGUH NUGROHO
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
3. NHK . 224578
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 315.350.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/70 m2 di KAB / KOTA
KENDAL, HASIL SENDIRI Rp. 157.650.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/70 m2 di KAB / KOTA
KENDAL, HASIL SENDIRI Rp. 157.700.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 167.800.000

1. MOBIL, TOYOTA COROLLA SEDAN Tahun 1996, HASIL SENDIRI
Rp. 34.000.000

2. MOBIL, HONDA MOBILIO MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI
Rp. 82.500.000

3. MOBIL, MERCEDEZ-BENZ C, CLASS Tahun 2002, HIBAH TANPA
AKTA Rp. 51.300.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 4.050.000

D. SURAT BERHARGA Rp. -—--

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 9.109.847

F. HARTA LAINNYA Rp. -

Sub Total Rp. 496.309.847

. HUTANG Rp. 69.852.965

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 426.456.882
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
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dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA . DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
I. DATA PRIBADI
1. Nama © YURISA FITRI PRADHIPTA
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
3. NHK 1 922560
. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.110.000.000

1. Tanah Seluas 260 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL
SENDIRI Rp. 110.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA
SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/40 m2 di KAB / KOTA DEMAK,
HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 161.000.000

1. MOBIL, TOYOTA ALPHARD 2.4 AUTOMATIC / MINIBUS Tahun
2007, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000

2. MOTOR, HONDA X1HO2N32L1 A/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI
Rp. 21.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. -=--

D. SURAT BERHARGA Rp. -—--

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 369.386

F. HARTA LAINNYA Rp. -

Sub Total Rp. 1.271.369.386

. HUTANG Rp. 482.796.266

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 788.573.120
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
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dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA . DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
I. DATA PRIBADI
1. Nama : JOSE ANTONIO MOREIRA FREITAS
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
3. NHK : 853891
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 460.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA
SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 460.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 154.000.000
1. MOBIL, DAIHATSU XENIA XENIA 1.3 X M/T F653RV-GMRF Tahun
2019, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

2. MOTOR, HONDA NC110A1C Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.

4.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. -=--
D. SURAT BERHARGA Rp. ----
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 84.000.000
F. HARTA LAINNYA Rp. -—--
Sub Total Rp. 698.000.000
. HUTANG Rp. 50.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 648.000.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
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Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA . DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
I. DATA PRIBADI
1. Nama © LINNIA NUGRAHARETHA
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
3. NHK . 805427
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 645.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 243 m2/147 m2 di KAB / KOTA KOTA
SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 645.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 250.000.000

1. MOBIL, TOYOTA SIENTA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
155.000.000

2. MOBIL, HONDA MOBILIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.

95.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. -=--
D. SURAT BERHARGA Rp. ----
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.000.000
F. HARTA LAINNYA Rp. -—--
Sub Total Rp. 896.000.000
. HUTANG Rp. 236.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 660.000.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
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Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
I. DATA PRIBADI
1. Nama : AGUS SUPRIYONO
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
3. NHK : 713707
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 200.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/72 m2 di KAB / KOTA
CILACAP, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 185.000.000
1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
15.000.000
2. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
30.000.000
3. MOBIL, HONDA JAZZ GE8 1.5 EAT Tahun 2011, HASIL SENDIRI
Rp. 140.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. e

D. SURAT BERHARGA Rp. ——

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 11.406.526

F. HARTA LAINNYA Rp. ——

Sub Total Rp. 396.406.526

lll. HUTANG Rp. el

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 396.406.526
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



KPK 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi

Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA . DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
I. DATA PRIBADI
1. Nama : FARID NUGROHO
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
3. NHK 1 922335
. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.648.050.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA
SEMARANG , Rp. 963.200.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 154 m2/60 m2 di KAB / KOTA
SEMARANG, Rp. 120.836.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 208 m2/72 m2 di KAB / KOTA KOTA
SALATIGA , Rp. 170.952.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 296 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA
SALATIGA , Rp. 393.062.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 240.000.000

1. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER 1.5L ULTIMATE-L 4X2 CVT

Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp.

D. SURAT BERHARGA Rp. 1.536.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 901.407

F. HARTA LAINNYA Rp.

Sub Total Rp. 1.890.487.407

. HUTANG Rp. -

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.890.487.407
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
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dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
I. DATA PRIBADI
1. Nama : WIDIATMO
2. Jabatan : KEPALA SATUAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
3. NHK : 780997
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.720.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 393 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA
SEMARANG , Rp. 1.600.000.000
2. Tanah Seluas 1.748 m2 di KAB / KOTA PEKALONGAN, HASIL
SENDIRI Rp. 120.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 70.800.000
1. MOTOR, HONDA A1F02N36M1 A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI
Rp. 3.500.000
2. MOBIL, HONDA BRIO RS MPNP Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
60.000.000

3. MOTOR, HONDA H1BO2N41LO A/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI

Rp. 7.300.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 500.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -—--
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 409.916.986
F. HARTA LAINNYA Rp. 500.000
Sub Total Rp. 2.201.716.986
. HUTANG Rp. =
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 2.201.716.986
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
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dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA . DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
I. DATA PRIBADI
1. Nama : AHMAD SHOLEH
2. Jabatan : KEPALA SATUAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
3. NHK . 756804
. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 525.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 577 m2/225 m2 di KAB / KOTA
BANJARNEGARA, Rp. 525.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 289.000.000
1. MOTOR, HONDA STYLO Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp.
29.000.000
2. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
18.000.000
3. MOTOR, YAMAHA VIXION Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
12.000.000

4. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.

230.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 4.500.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -—--
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 5.046.962
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 823.546.962
. HUTANG Rp. 282.163.352
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 541.383.610
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
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dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA . DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
I. DATA PRIBADI
1. Nama : DANIE HIDAYAT
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
3. NHK . 879351
. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 60.000.000

1. Tanah Seluas 54 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL
SENDIRI Rp. 60.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 102.500.000
1.  MOBIL, DAIHATSU XENIA 1.0 M Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
75.000.000
2. MOTOR, HONDA A1F02N36M1 A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI
Rp. 14.000.000
3. MOTOR, HONDA K1HO2N14LO A/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI
Rp. 13.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 16.950.000

D. SURAT BERHARGA Rp. -

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 11.541.970

F. HARTA LAINNYA Rp. -

Sub Total Rp. 190.991.970

. HUTANG Rp. 50.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 140.991.970
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
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Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA . DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
I. DATA PRIBADI
1. Nama : AGUS PRIYANTO
2. Jabatan : KEPALA SATUAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
3. NHK . 212666
. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.680.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 157 m2/36 m2 di KAB / KOTA
WONOSOBO, HASIL SENDIRI Rp. 290.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 360 m2/320 m2 di KAB / KOTA
WONOSOBO, HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000

3. Tanah Seluas 284 m2 di KAB / KOTA WONOSOBO, HASIL
SENDIRI Rp. 370.000.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 66 m2/110 m2 di KAB / KOTA
WONOSOBO, HASIL SENDIRI Rp. 680.000.000

5. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/27 m2 di KAB / KOTA
WONOSOBO, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000

6. Tanah dan Bangunan Seluas 132 m2/116 m2 di KAB / KOTA
WONOSOBO, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 196.500.000

1. MOBIL, HONDA JAZZ RS MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI
Rp. 70.000.000

2. MOTOR, YAMAHA MX KING Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
7.500.000

3. MOBIL, TOYOTA RUSH 1.5 S M/T Tahun 2020, HASIL SENDIRI
Rp. 110.000.000
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4. MOTOR, HONDA F1C02N46L0 A/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI

Rp. 9.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 187.600.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 470.864.897
F. HARTA LAINNYA Rp. o
Sub Total Rp. 3.534.964.897
. HUTANG Rp. ===-
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 3.534.964.897
Catatan:

1

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang

diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA . DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
I. DATA PRIBADI
1. Nama : NOVIE FAJAR KRISHNATAMA
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
3. NHK : 849019
. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 675.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 106 m2/50 m2 di KAB / KOTA
BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 99 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA
SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 235.000.000
1. MOTOR, HONDA A1FO2N37M1 A/T Tahun 2020, HASIL SENDIRI
Rp. 15.000.000

2. MOBIL, HONDA CR-V 1.5 TC Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.

220.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 51.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 10.700.000
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 971.700.000
lll. HUTANG Rp. 374.768.910
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 596.931.090
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
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Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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2025

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

UNIT KERJA . DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

I. DATA PRIBADI
1. Nama : ABDUL MUIN
2. Jabatan : KEPALA SATUAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
3. NHK . 766414

. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

1.

Tanah Seluas 157 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL
SENDIRI Rp. 22.000.000

Tanah Seluas 438 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL
SENDIRI Rp. 23.000.000

Tanah Seluas 900 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL
SENDIRI Rp. 31.000.000

Tanah Seluas 1.541 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL
SENDIRI Rp. 53.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 684 m2/112 m2 di KAB / KOTA
MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 213.800.000

Tanah Seluas 1.705 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, Rp.
40.000.000

Tanah Seluas 349 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL
SENDIRI Rp. 38.000.000

Tanah Seluas 388 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL
SENDIRI Rp. 41.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

1.

MOTOR, HONDA NF100SL Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp.
4.400.000

Rp. 461.800.000

Rp. 216.900.000
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2. MOTOR, HONDA X1H02N35M1 A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI
Rp. 19.000.000

3. MOBIL, DAIHATSU XENIA F 601 Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp.
59.500.000

4. MOTOR, HONDA BD02K29M2 M/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI
Rp. 17.000.000

5. MOBIL, HONDA JAZZ 1.5 IDSI AT Tahun 2004, HASIL SENDIRI
Rp. 75.000.000

6. MOTOR, HONDA AFX12U21C08 M/T Tahun 2024, HASIL
SENDIRI Rp. 20.000.000

7. MOTOR, HONDA L1FD2N36L1 A/T / SOLO Tahun 2024, HASIL
SENDIRI Rp. 22.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 50.240.000

D. SURAT BERHARGA Rp. -—--

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 68.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. -

Sub Total Rp. 796.940.000

. HUTANG Rp. 60.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 736.940.000
Catatan:

1

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



